‘RO
PERATURAN DAERAH

NOMOR : 19 TAHUN 1981
TENTANG
BIAYA HOKUMEN TENDER

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN

‘ S | DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

Menimbang : a, bahwa untuk menghindari dari penafsiran yang'keliru.tentang
penetapan besarnya biaya dokumen tender, dipandang perlu rie
ngadakan poraturan tentansg pudzutan dan besarnya biaya doku
nen tender untuk pekerjaan penbelian/pemborongan bagi kepen

tingan Pomerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang-
dibayar dari Angzaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tingkat

II, Tingkat I dan Pusat H

be bahwae untuk nmelaksanakan maksud dan fujuan_torsebut diatas-

| perlu diatur dan dituangkan dalan suatu Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang: Pokok-Pokok Peme -

rintahan di Daerah 3

2e Undang-Undang Nomolr 13 Tahun 1950 tentang Pembehtukan Kabu
paten Dacrah dalan Wilayah Propinsi Jaws Tongah Jo.Perapgg .

an Benerintah Nomor 32 Tahun 1950 5

3« Keputusan Presiden Republik Indonesin Noﬁor 14 A Tahun 1980
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4¢ Surat Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 12 Mei =~
1980 Nomor 050/ 9606 tentang Petunjuk Peleksanaan Proyek -

Inpres 4 Tahun 1980 di Jawa Tengah ;

II Kebumen,.

MEMUTUS KADN .

¥ Dengan persetujuan Dowan Porwalkilan Rakyat Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat

Menetépkan ! PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG

BIAYA DOKUMEN TENDER, 'y

BAB-1I
| | - KETENTUAN - UMUM

Pasal 1.
i Dalan Peratuian Dacrah ini yang dimaksud dengan :
' asDaerah : Daerah Tingkat II Kebumen ; ,
T ba Ponerintah<5aerah' ' : iemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat II Ke
' unen. ]

ve

[ ¢e Bupati Kepala Dacrah
h ds Kepala D P Yy K

Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Kebumen 3

Kepala Dinas Pekerjean Unun Kabupaten Dam
erah Tingkat II Kebumen j

’ @s Peninat ‘ ' t Calon Pomborong yang memiliki surat Kwell
! ‘ fikasi yang masih berlaku dan bermingt.mg

, ngikuti tender ;-
fe Dokunen temndcir

Dokurien tender yang diterbitkan/ dibuat -

oleh Pencrintah Kabupaten Daerah Tingkate-

II Kebunen

8. Bi&!a dokunien LEREXEX]



== 1 ==

ge Biaya dokumen tender : Biaya scbagai penggenti ongkos pembuatan doku
: nen-dokumen tender: ;

B & B=IL
DOKUMEN - TENDER

esal 2.

Besarnya biaya dokumcn tonder yang daﬁat dipungut dari peminat untuk scetiap
Proyek Pekerjaan pembelian/ pemborongan yang disclongrarakan oleh Pemerin -
tah Dacrah adalah scbosar 1 0/00 ( satu permil ) 'dari harga Proyek yang di-
lelange - .:: ... meal. : ' :
{;.’ Pasal 3e
Kepada peminat, baru akan diberi dokunen tendér‘dari'Proyek yeng akan diten
derkan setelah peninat monyetorken biaya dokumen tonder sebesar scbagaimana
dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Dacrah ini,
Pasal 4.

(1) Biaya dokumen tonder yang dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Poraturan -
Daerah ini oleh peminat harus disetorkan ke Kas Dacrah 3 :

(2) Sebagai bukfi'téldh,menyetorkan viaya dokumen tondexr, kopada peminat di
berikan surat tende penerinaan uang/ kwitansie
‘ Pas 8,1 5e : ' .

Berdasarkan bukti pombeyaran tersebut Pasal 4 ayat (2) Feraturan Daerah ini
Bupati Kepala Daerah atau Petugas yang ditunjuk olch Bupati Kepala Daerah =
kepada peninat diberiksn dokumen tenders '

B A B -~ III
KETENTUAN ~ PERALTHAN

Pasal 6Ge

(1) Penunguten~penungutan biaya dokumen tender yang telah dilakukan sebelun
ditetapkennya Peraturan Dacreh ini harus disctorkan ke Kas Daerah dan -
menjadi keckayasan Dacrah j :

(2) Sejak'berlakunya Poraturan Daeraeh ini maka penungutan uang leges sébdgai
penggenti ongkos pombuatan dokumen tender dinyatakan ditladakane

" BAB-1IV
KETENTUAN - PENUTUP
Pasal 'Zq

(1) Hal-hal yang bolun cukup diatup dalan FPeraturan Dacrah inl dan nerupakan :
. pelaksanaan atas Poraturan Dacrah ini akan ditotapken dengan Keputusan =

Bupati Kepala Dacrah ;

(2) Poraturan Deerah ini dapat disebut Peraturan Dacrah Kabupaten Dagrah =

Tingkat II. Kebumon tontang Bilaya Dokunen Tendors

Pasal 8, .

Peraturan>baerah ini nulai borlaku.ﬁadd hari pertami scsudah hari'pengundahg

annya.

Kobunen 1 Juni 1981,

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

DAERAH TINGKAT II KEBUMEN _ KEBUMEN:
" Ke t U ay

ttd
ttd, ¢

SINGGIH RAMELAN ‘ Drse DADIJONO JUDCPRAJITN W

| o e

.......
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loku
PENJELAS AN
FERATURAN DAERAH KADUPATEN DAERAH TINGKAT IT XEDUMEN
NCMOR : 19 TAHUN 1981
TENTANG
BIAYA DOKUMEN TENDER
biap I, UMUM :
in - i
di- Guie nenjanin den colapainya sasaran dan tidak rienimbulkan adanya pe-
hafsiran yang keliry terhadap ketentuan-ketentuan penungutan biaya dokue
nen tendor dipandang perin nenectapkan Peraturan tentang Ponungutan dan -
?teﬁ penctapan teniang besamnya biaya Dokurien Tender yang dapat dipungut dari
perinat dengan ditvangkan dalan suziy Peraturan Daersh,
Peraturan Dacrah ini hanya rionuat 8 rasal dan khusus hanys mengaﬁuf ten~
an tang pehetapan besarnya biaya dokuncn tender,
Hal denikinn ity nengingat bahwa Peraturan atau ketentuan~kotentuan -
f ai pelelangan/vender %elan diatur nenurut Peraturan Perundang=~undangan yang
ada khususnyn Keputusan Proesiden No, 14 A Tahun 1980 berikut lampiran I-
rengenai ketentuan-ketentuan tentang pelelangan dan penunjukkan lanigsung
ini untuk pemboronsan/pombelian,
ah - , :
Pasal 1 s/d paszal 5 . cukup jeclas.
Pasal 6 ayat (2) : difcﬁapkann;x ayat ini adalah untuk neaghindarkan-—
adanva pungutan ganda dan sekaligus monetapkan di-
' tiadakannye pungutan vang leges atas dokumen ten -
der,
jelur _ )
lan = Pasal 7 s/d pasal 8 - cukup jelas,
degqi _
. ; Kebumen, 1 Juni 1981,
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAFRAH KABUPATEN BUPATI KEPALA DAZRAH TINGKAT II
DAERAH ‘TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN
Kot ua,
ttd., tid.
upakan : SINGCTT _RAMETAIN : Drs . DADIJONO JUDOPRAJITNO

usan = . .
o ahkan Gubernuy K:opala Daeroh Tingkat I Jateng dengan S.K. Tgl. 28 Nopem-
ah' =’ 1982 Vo, 188.3/537/198 . |
ndangkan pada tanggal 30 Dasemb?r 1981,‘
uat dalam Lombararn Drerah Seri © Nomor 14
: Sekretari« Wilayoh/Daerah:
undanz ttdl,
' ‘~ SO FPARNO gH,
NI':,010013919,

KAT IT
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